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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia adalah ncgeri yang memilik sumberdaya mclimpah, salah 

satunya salah satunya sumber daya manusia dalam hal perbaikan reformasi 
birokrasi di pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satu senjata 

utamanya dengan memanfaatkan generasi muda yang masih memiliki 
semangat dan ide - ide segar untuk dituangkan ke dalam aktivitas pekerjaan 

sehari - hari dalam bentuk inovasi dan perubahan. Untuk itu pemerintah dalam 

hal ini memiliki sebuah konsepsi barn dalam melatih para calon pegawai negeri 
sipil untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata pada program pelatihan 

dasar di masa - masa awal bertugas.
Sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI No. 12 Tahun 

2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil bahwa Pelatihan 

Dasar CPNS terdiri atas kurikulum pembenmkan karakter PNS dan kurikulum 

penguatan teknis bidang tugas. pembentukan karakter PNS mencakup beberapa 

agenda diantaranya sesuai Pasal 12 Peraturan LAN RINo. 12 Tahun 2018, yaitu:
a. ) Agenda I Sikap Perilaku Bela Negara
b. ) Agenda II Nilai-Nilai PNS
c. ) Agenda III Kedudukan dan Peran PNS dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia
d. ) Agenda IV Habituasi

Keempat agenda tersebut dijelaskan secara terperinci dalam Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara RI No.25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan disampaikan 

dalam bentuk Mata Pelatihan, yaitu:
1) Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Sikap Perilaku Bela 

Negara terdiri dari Wawasan Rebangsaan dan Nilai-Nilai Bela 

Negara, Analisis Isu Kontemporer, dan Kesiapsiagaan Bela Negara.



Ketiga mata pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara 

terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum agenda Sikap Perilaku 

Bela Negara dengan memberi penekanan pada kemampuan praktik
2) Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Nilai-Nilai Dasar PNS 

disampaikan melalui pemahaman dan intemalisasi Mata Pelatihan 

Nilai-Nilai Dasar ASN. Nilai Dasar tersebut diantaranya 

Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan 

Anti Korupsi (ANEKA). Keenam Mata Pelatihan tersebut dirancang 

dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk 

mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda Nilai-Nilai Dasar 
PNS, dengan memberi penekanan pada kemampuan dalam 

memaknai dan mengintemalisasi nilai-nilai dasar PNS.
3) Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran 

PNS disampaikan melalui Mata Pelatihan Manajemen ASN, 
Pelayanan Publik, Whole of Government, dan Studi Lapangan. 
Keempat mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara 

terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum 

pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRl, 
dengan memberikan penekanan pada kemampuan berpikir kritis 

terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.
4) Mata Pelatihan untuk Agenda Habituasi dilakukan melalui kegiatan 

Aktualisasi. Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kegiatan 

pembelajaran konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, 
penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan 

aktualisasi di tempat keija, penyusunan laporan, dan penyajian hasil 
aktualisasi.

Dalam menjalankan dan melaksanakan Pelatihan Dasar Calon PNS, setiap 

peserta pelatihan dituntut untuk mampu mengaktualisasikan substansi mated 

pembelajaran yang telah dipelajari melalui proses pembiasaan did yang 

difasilitasi dalam pembelajaran on campus. Pengalaman belajar on campus 

dirancang agar peserta mendapatkan pemahaman tentang konsepsi sikap bela



negara, nialai-nilai dasar ASN (ANEKA), kedudukan dan peran PNS serta 

habituasi. Melalui kegiatan pembelajaran di tempat kerja peserta akan memiliki 
kemampuan mensintesakan substansi mata Pelatihan ke dalam rancangan 

aktualisasi, pembimbingan pembelajaran aktualisasi, melaksanakan seminar 
rancangan aktualisasi

Aktualisasi sendiri memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk 

menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait substansi 
mata pelatihan yang telah dipelajari dapat aktual/teijadi sesungguhnya ada. 
maka penulis sebagai peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III, dituntut 
untuk merancang aktualisasi dan melaksanakan aktualisasi tersebut di 
lingkungan Sekretariat Jendral DPR RI.

Diharapkan melalui kegiatan Aktualisasi ini peserta Pelatihan Dasar CPNS 

Golongan III dapat menjalankan nilai-nilai profesi ASN yaitu Akuntabilitas, 
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti korupsi (ANEKA) serta 

mengetahui kedudukan dan peran PNS dalam NKRI (Whole of Goverment, 
Managemen ASN, dan Pelayanan Publik). Harapannya terbentuk ASN yang 

memberikan pelayanan publik sccara maksimal dan professional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemcn Pegawai 
Negeri Sipil (PNS)

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2016



6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI No.25 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 
Golongan III

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195 Tahun 2018 tentang 

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Pengukuran dan Evaluasi Kineija Anggaran

C. Tujuan
Tujuan dari laporan aktualisasi pendidikan dan pelatihan dasar (latsar) 

calon PNS pada kegiatan ini yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS serta 

kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI pada setiap pelaksanaan tugas 

jabatannya sebagai pelayan masyarakat, dan menerapkan akuntabilitas dalam 

setiap tugas, dengan semangat nasionalisme, menjujung kode etik sebagai ASN 

dalam memberikan pelayanan, memiliki komitmen mutu dalam tugas pokok dan 

fungsinya, dan nilai-nilai anti korupsi dalam melaksanakan tugas untuk melayani 
masyarakat.

D. Manfaat
Manfaat Aktualisasi bagi calon PNS pada kegiatan ini adalah berperan 

untuk memberikan pelayan publik yang profesional dan berkualitas. Dalam 

mewujudkan fimgsi ASN sebagai Pelayan Publik yang professional maka hams 

mengaktualisasikan sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS 

(Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Kompsi) 

serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI (Whole of Goverment, Manajemen 

ASN, dan Pelayanan Publik). Kegiatan ini memiliki manfaat bagi peserta 

diindikasikan dengan kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar yaitu:



a. Kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas 

jabatannya;
b. Kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan 

tugas jabatannya;
c. Kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan 

tugas jabatannya;
d. Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu dalam pelaksanaan tugas 

jabatannya;
e. Kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pelayanan 

publik



BAB II PROFIL
ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Unit Kerja

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab I, terlihat bahwa 

Biro Perencanaan dan FCeuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam 

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI. Visi Biro 

Perencanaan dan Keuangan sebagai sebuah unit kerja dalam lingkup Setjen DPR 

RI hams mendukung visi Setjen DPR RI. Untuk itu Biro Perencanaan dan 

Keuangan memmuskan visi sebagai berikut:

Mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan 

terintegrasi

Penjelasan Visi:

Sehubungan dengan pemberian dukungan dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan serta dalam pemberian dukungan administrasi, pengendalian 

pelaksanaan anggaran dan dukungan kegiatan perjalanan dinas di lingkimgan 

DPR RI, Biro Keuangan hams dapat menyelesaikan berbagai permasalahan 

khusus nya dibidang keuangan. Sejalan dengan itu, pengertian kata akuntabel, 
terintegrasi adalah:

Akuntabel: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hams mencapai 
sasaran maupun manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak 

bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Terintegrasi: Proses operasi dibidang keuangan dapat terhubung dengan 

baik melalui teknologi dan aplikasi yang terkomputerisasi secara baik secara 

fisik maupun secara fungsional. Mewujudkan perencanaan dan pengelolaan 

keuangan yang akuntabel dan terintegrasi.



B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (Persekjen DPR RI) No 6 Tahun 2021 Pasal 233 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia yang didalamnya juga mengatur restrukturisasi Biro 

Perencanaan Keuangan, Biro Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengelolaan keuangan, pengadministrasian barang milik negara (BMN), dan 

administrasi perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 

Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Biro keuangan menyelenggarakan fiingsi:

a) Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan 

Biro Keuangan;
b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

keuangan, barang milik negara, dan perjalanan dinas;
c) Pelaksanaan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan;
d) Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;
e) Pelaksanaan dukungan administrasi perjalanan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
f) Dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang 

pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g) Penyusunan laporan kinerja Biro Keuangan; dan
h) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fiingsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi.
Biro Keuangan, terdiri atas:

a. Bagian Administrasi Keuangan;
b. Bagian Administrasi Barang Milik Negara;
c. Bagian Perjalanan; dan
d. Kclompok Jabatan Fungsional
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Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Keuangan

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Penulis ditempatkan di Sub Bagian Pelaporan Keuangan dengan Jabatan 

Analis Laporan Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan kegiatan 

yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan untuk 

menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pelaporan keuangan sesuai 
dengan yang tertera di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan 

Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkiingan Instansi Pemerintah.

Ikhtisar Jabatan yaitu melaksanakan kegiatan analisis dan pelaporan atas 

pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Sekretariat Jenderal sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Uraian Tugas Analis Keuangan meliputi:

a. Menyusun kerangka acuan kerja terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Bagian.
b. Membukukan Dokumen Sumber Anggaran Sekretariat Jenderal ke dalam 

aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan.



c. Melakukan verifikasi atas Register Transaksi Harian (RTH) yang dihasilkan 

aplikasi SAK dengan Dokumen Sumber.
d. Melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dan laporan 

barang uang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan 

untuk tingkat satkcr, tingkat eselon, dan tingkat Lembaga.
e. Melakukan rekonsiliasi ekstemal dengan KPPN serta melakukan koreksi 

apabila ditemukan kesalahan untuk laporan keuangan tingkat satker, tingkat 
eselon, dan tingkat Lembaga.

f. Menyusun laporan keuangan setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan 

tingkat satker, tingkat eselon, dan tingkat lembaga yang terdiri dari laporan 

realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, 
Catalan atas laporan keuangan dan laporan capaian output.

g. Menyusun dan mengelola bahan untuk mendukung penyusunan konsep 

kebijakan atau aturan terkait dengan pengelolaan dan penyusunan laporan 

keuangan.
h. Mengelola aplikasi/databasc terkait dengan pengelolaan dan penyusunan 

laporan keuangan.
i. Menyusun telaahan terkait dengan pengelolaan dan penyusunan laporan 

keuangan.
j. Menyusun laporan kinerja unit kerja.
k. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai laporan kinerja 

pelaksanaan tugas secara berkala dan setiap waktu jika diperlukan.
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis.



BAB III
PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu

1. Isu Permasalahan Pengisian Capaian Output
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor: 

22/PMK.02/202I tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas 

pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L), 
indikator penilaian yang digunakan yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA). IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian 

Keuangan selaku Bcndahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas 

kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap 

perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan 

anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Salah satu penilaian IKPA adalah 

capaian output sebesar 17%. Capaian output diartikan sebagai alat untuk 

mengukur tentang pencapaian bentuk dan hasil program sampai level 
operasional dalam kurun waktu tertentu.

a. Masalah Saat Ini
Dalam kasus pelaporan pengisisan capaian output, prinsip Whole 

of Government (WOG) belum diterapkan/diimplementasikan secara 

maksimal di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Unit 
kerja di Setjen DPR RI dalam memberikan data pelaporan dan 

monitoring capaian output masih belum optimal. Hal ini disebabkan 

beberapa faktor, diantaranya:
1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang sesuai dengan 

kualifikasi yang disertai bukti beberapa unit keija hanya 

menerima target output dari bidang perencanaan tanpa 

mengetahui cara mengukur dan menilai progres capaian 

outputnya.
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2. kurangnya awareness (kesdaran dan kepediilian) dari unit kerja 

dengan ditemukannya laporan yang tidak lengkap sehingga 

pengukuran cenderung asal.
3. Belum adanya pedoman, panduan dan petunjuk teknis yang 

mewajibkan masing-masing unit untuk mengumpulkan data 

sesuai dengan format dan waktu yang telah ditentukan.
Faktor-faktor diatas dapat menurunkan efisiensi dan membutuhkan 

lebih banyak koordinasi dengan unit lain. Sebagai informasi DPR R1 

memiliki 2 satuan kerja (satker), terdiri dari Satker Setjen dan Satker 
Dewan. Sampai saat ini tingkat kepatuhan penyampaian data capaian 

output yang valid dan akuntabel belum optimal sehingga menjadi 
kendala dalam pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran K/L.

Hasil pengukuran kinerja, DPR R1 memperoleh nilai IKPA 67,68 

dari target 98% sasaran startegis (sebelum adjustment) dari DJA pada 

tahun 2019. Dengan pagu anggaran 5 trilyun lebih untuk jumlah output 
yang diharapkan sekitar 499 pada tahun 2020, hanya teralisasi tidak 

sampai 90% (terutama komisi). Padahal DPR RI hanya memiliki 2 

satker dengan kategori pagu sedang, jauh lebih sedikit jika 

dibandingkan K/L lainnya. Ada juga temuan selisih antara pagu dan 

serapan. Untuk itu, seharusnya DPR RI dapat memperbaiki kineija.
Selain hal diatas, masalah penyampaian Laporan Kinerja (LK) 

yaitu keterlambatan. Sebagai informasi, laporan realisasi kineija Setjen 

barn diserahkan pada akhir Maret 2021 untuk periode tahun anggaran 

2020. Hal ini mempersulit kinerja sub bagian pelaporan dan sub bagian 

monitoring evaluasi dalam melakukan pertanggungjawaban dan 

rekonsialisai dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.

b. Kondisi Yang Diharapkan
Dalam monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran 

setiap satker K/L dituntut untuk menjaga kredibilitas, akuntabilitas dan 

sustainabilitas APBN yang mana porsi/alokasi tiap tahunnya cenderung 

meningkat. Mengapa? Karena dalam fungsi manajemen keuangan
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negara hams diterapkan prinsip disiplin fiskal, alokasi sumber daya 

sesuai prioritas, kehati-hatian penggunaan sumber daya keuangan. 
Selanjutnya amanat peraturan penindang-undangan (Pasal 131 PP 45 

tahun 2013 sebagaimana diubah PP 50 tahun 2018 tentang tata cara 

pelaksanaan APBN dan tuntutan serta ekspektasi publik atas 

pcngelolaan keuangan dan bclanja yang efektif, cfisien dan ekonomis.
Tujuan dari monev pertama untuk meningkatkan kualitas kineija 

K/L dengan mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, 
sesuai rencana, serta taat pada ketentuan regulasi dan kebijakan. Kedua, 
menjamin pencapaian output pelaksanaan anggaran yang optimal 
sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

pembangunan. Ketiga, mewujudkan pengelolaan APBN yang kredibel 
melalui manajemen kas pemerintahan yang terkendali. Ini semua dapat 
diwujudkan dengan spending review (efisiensi dan efektivitas), reviu 

pelaksanaan anggaran (pengukuran kinerja), evaluasi pelaksanaan 

anggaran dan kajian fiskal regional (APBN dan APBD).

Monev Pelaksanaan Anggaran
PMK Nomor 19S/PMK.0S/2018

Upaya menjaga kredibilitas. akuntabilitas, dan 
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U.
YJ piio'iUs. per<ttvf>«*n

APBN y«n9 t«rus 
m€nin9k«t

©
d«v*

p*njnd4ng*9ind««<i§*fi
lP»v» 131PP4S 
» P9 Vi 1018)

TyntyUn pyMik
Pm(elolj«n ytng
pfiUvf*. «fpbt<f, #kdf»ami»

Penn«tMh»n ^MkunMn AflCfMAk 
pefiYu>uiW) rrtiommd«$id«A ttnd^fc iMfvt .

One on mfrCiftg dtngin KA-
OrMtfflmrcietf

iKPxi

pe1«AwAMn >A
pr'jkr.jrviAn

V J eftki If. efltkn. tetwAl 
tertA tdet liA sAVi'in pe*nftjn4urv*n

pe''griu*Mn

I ifiAAAjemenliAt
I pemtydAf
, tertkcwdjJI

AaaMM IHkM (APW 0#A APftO) MrtMp 
pervtOAon^Mn ua pcmbiniunaA 
miir»4h/r^ponM

>r^am pfxvtav

Gambar 2 Pengaturan penilaian IKPA 

Sumber: Bimtek pengisian Capaian Output 2021

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi penganggaran 

berbasis kinerja (PBK) monitoring dan konfirmasi atas capaian output,
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penyampaian data hams valid dan akuntabel sehingga benar-benar 

menjadi acuan dan dasar pengukuran kineija pelaksanaan anggaran. 
Apalagi dalam penilaian IKPA, indikator capaian output memiliki 
prosentase nilai terbesar yakni 17% (PER-4/PB/2021). Hal ini 
menunjukkan sebcrapa pcnting pengisian pelaporan capaian ouput 
untuk mengukur kincrja dari penggunaan anggaran yang tepat guna, 
bermanfaat serta memiliki dampak bagi pembangunan dan 

perekonomian.
Untuk itu diperlukan terobosan bam yang mempermudah, 

mempersingkat dan memberikan data secara akuntabel, terperinci dan 

akurat dalam membuat laporan capaian output. Data yang valid dan 

akuntabel diperlukan dalam rangka menilai kinerja pelaksanaan 

anggaran K/L. Prinsip komitmen mutu dan akuntabilitas hams menjadi 
dasar untuk melakukan perbaikan. Maka dari itu hams dilakukan 

optimalisasi pengisian laporan capaian ouput di Setjen DPR RI. 
c. Dampak

Kctika suatu organisasi mengetahui seberapa penting komponen 

indikator penilaian dalam menyimpulkan kineijanya, maka akan timbul 
kepedulian untuk memahami hal tersebut. Begitu pula pelaporan 

capaian output bagi unit khususnya dan K/L pada umumnya, apalagi 
indikator ini mendapat nilai tertinggi dari penilaian IKPA.
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PER-4/PB/2020 -> PER-4/PB/2021
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Gambar i pengaturan penilaian IKPA 

Sumber: Bimtek pengisian Capaian Output 2021

Awarness yang tinggi dan besar akan menimbulkan keseriusan 

dalam menyiapkan dan melatih SDM yang kompeten dan unggul. SDM 

ini adalah bagian stakeholder internal dari masing-masing unit (kepala 

unit dan pegawai yang bertanggungjawab dalam penginputan data 

capaian output). Sebelum laporan capaian output diisi, masing-masing 

unit hams memastikan tidak ada selisih data antara realisasi dan 

pengukuran kinerja. Sehingga laporan menunjukkan kinerja rill dari 
masing-masing unit kerja. Kemudian Ketika petunjuk teknis telah 

disusun, setiap unit mempunyai pedoman tetap dalam melaporkan 

capaian outputnya.
Pada akhimya, laporan capaian output yang valid dan akuntabel 

dapat memberikan pertimbangan yang aktual bagi pemangku 

kepentingan dan pembuat kebijakan. Hal ini juga mempakan bentuk 

akuntabilitas dari pengukumran kineija yang natinya akan dipisah 

penilaiannya dengan laporan keuangan.

2. Belum optimalnya pelaporan aset di Setjen DPR RI

Mcnumt Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) defmisi aset adalah 

sumber daya yang mampu memberikan manfaat ekonomi atau sosial yang
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dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah dan dapat diukur dalam satuan uang, 
khususnya sumber keuangan non keuangan. Peraturan Menteri ICeuangan 

Nomor (PMK) RI Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan barang 

milik negara yang bertujuan mendukung optimalisasi pengelolaan BMN 

mengatur bahwa scmua barang yang dibcii atau diperoleh atas beban APBN 

hams dilakukan pembukuan, inventarisai dan pelaporan hams 

dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

a. Masalah Saat Ini
Dalam instansi pemerintah, aset sangat vital dalam operasioanal 

pelayanan publik. Terkait aset, diperlukan pelaporan yang rigid dan 

terperinci. Dalam implementasinya hal ini belum sepenuhnya dilakukan 

di Setjen DPR RI. Contohnya nilai rill aset yang belum mencerminkan 

pelaporan Barang Milik Negara (BMN) terhadap neraca dan kondisi 
aset tersebut di bagian BMN. Aset dapat menjadi aset berwujud 

(tangible) dan aset tidak berwujud (intangible). Untuk aset di 
lingkungan Setjen DPR RI terdiri dari 138.000 aset (berdasarkan sensus 

tahun 2020) yang telah didata sejak tahun 2003. Namun demikian, dari 
keselumhan aset tersebut ditemukan masalah. Beberapa kejadian yang 

menjadi masalah:

1. Perencanaan Pengadaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 

Tidak Memadai serta Pemaketan 2.438 Kontrak Pekerjaan Sebesar 
Rp378.26I.043.913 Tidak Sesuai Ketentuan

2. Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Pekerjaan dengan 

Kontrak Sebesar Rp375.798.141
3. Barang Hasil Pengadaan pada Kegiatan Pengadaan Meubelair dan 

Lampu Sorot Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis dalam Kontrak 

sebesar Rp65.729.500
4. Penyusunan HPS, Administrasi Kontrak Pengadaan dan 

Pelaksanaan Pekerjaan Penyiaran di Media Nasional/Daerah Tahun
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2018 dan 2019 belum sepenuhnya sesuai ketentuan sebesar 
Rp529.583.953.

5. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota 

Kalibata dan Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor (Zona B) Tidak 

Sesuai Ketentuan Kontrak dan Kehilangan Potensi Penerimaan 

Negara atas Klaim Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp699.691.600.
6. Pekerjaan Konsultan Perencana Pengembangan Rumah Jabatan 

Anggota DPR RI Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rpl08.600.000.

Ada juga temuan mengenai aset yang tidak ditemukan sehingga 

mempengaruhi PDDT dan LK tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan 

penjelasan diatas, dapat diketahui pengelolaan aset di Setjen DPR RI 
belum optimal.

b. Kondisi yang Diharapkan
Dalam berbagai studi dan analisa publik, pengelolaan aset tidak 

banyak yang mendapatkan perhatian serius jika dibandingkan dengan 

pengelolaan keuangan. Dalam laporan audit BPK, instansi lebih banyak 

perhatiaiuiya pada temuan angka-aiigka dan analisa keuangan atas 

kerugian dari sisi finansial dibandingkan dengan pengelolaan aset yang 

dimiliki.
Ketidakakuratan sistem pencatatan dan pelaporan aset disebabkan 

oleh berbagai faktor, antara lain pada saat perencanaan anggaran 

dimana belanja yang dilakukan tidak dilakukan vcrifikasi secara 

memadai sehingga teijadi kesalahan dalam pencatatan atas belanja yang 

dianggap sebagai Belanja Modal yang akan menambah jumlah aset. 
Untuk itu diperlukan pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga 

pemanfaatan dan pengawasannya. Dalam pengadaan, pencatatan dan 

pelaporan aset, seharusnya menerapkan prinsip manjemen aset yang 

baik yang bertujuan untuk:
1. Memastikan kepemilikan aset
2. Inventarisasi dan masa pakai aset yang dimiliki
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3. Menjaga nilai aset tetap tinggi dan masa pakai yang panjang
4. Meminimalisasi biaya selama usia aset
5. Mencapai penggimaan dan pemanfaatan secara optimal
6. Pengamanan aset
7. Dasar penyusunan neraca
Maka diperlukan ketcgasan penyelesaian secara komprchensif dan 

tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 
Permasalahan yang terjadi dimasa lalu hams segera diselesaikan seperti 
kasus TGR, aset tidak ditemukan dan sebagainya agar tidak menjadi 
beban dimasa yang akan datang.

c. Dampak
Hal ini akan berdampak pada kebijakan yang diambil dalam 

pengadaaan, pemanfaaatan dan pengawasan aset. Selain itu dampaknya 

adalah catatan terhadap laporan penyelenggaraan negara dari 
inspektorat dan BPK. Pelaporan aset yag baik (penyajian dan 

pertanggungjaaban) akan meminimalkan risiko penilaian opini tidak 

wajar dari BPK. Hal ini hams dikelola secara komprehensif dan 

dikoordinasikan dengan unit, individu dan pegawai dan institusi yang 

memiliki kewajiban terhadap aset.

3. Masih adanya Revisi DIPA yang melebihi ketentuan

Daftar Isian Pengisian Anggaran (DIPA) diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) 208/PMK.02 Tahun 2019. Revisi Anggaran 

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi 
Anggaran Tahun Anggaran. Kedua peraturan ini mengatur tentang revisi 
anggaran. Bedanya kewenangan pembahan DIPA sampai Kanwil dan 

Diijen sedangkan revisi POK lingkup intansi.

a. Masalah Saat Ini
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POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) merupakan dokumen yang 

memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk 

pelaksanaan kegiatan, disusiin oleh KPA (Kuasa Penggiina Anggaran) 
sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA (Daftar Isian Pagu 

Anggaran). Pelaksanaan revisi DIPA satker dapat dilakukan satu kali 
dalam satu triwulan. Apabila pelaksanaan revisi dilakukan lebih dari 
satu kali dalam satu triwulan maka akan menyebabkan penurunan nilai 
IKPA (Indikator Kineija Pelaksanaan Anggaran).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 
195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 

Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh 

Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kineija 

pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi 
kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, 
efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

DPR RI sebagai lembaga legislatif yang operasional kegiatannya 

dibiayai oleh APBN dan hampir 80 persen proporsinya bersumber dari 
pajak. Prinsip akuntabilitas dan komitmen mutu harus selalu diterapkan 

dalam memberikan laporan keuangan. Laporan ini erat kaitannya 

dengan pagu, serapan dan outcome. Ketika teijadi hal-hal yang tidak 

sesuai dengan target kinerja pada kegiatan (biaya yang kurang atau 

lebih) maka ada koreksi. Padahal setiap tahunnya, instansi telah 

melakukan perencanaan dan sasaran target untuk tahun selanjutnya. Hal 
ini menyebabkan adanya perubahan POK dan DIPA yang otomatis 

mengkoreksi belanja.

Proses revisi DIPA dan POK yang melebihi ketentuan dapat 
mengurangi nilai akuntabilitas. Berdasarkan data yang dihimpun dari 
Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi ada catatan revisi terkait DIPA 

dan POK. Berikut adalah contoh file revisi DPR RI tahun anggaran 

2020:
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Tabel I Jumlah revisi satker setjen dan dewan

No Satker Revisi
POK

Revisi
Kanwil
(DPb)

Revisi
DJA

Total
Revisi

I Setjen
(001012)

17 6 3 26

2 Dewan
(001030)

11 4 8 23

Sumber: Rcalisasi Anggaran 2020

b. Kondisi yang Diharapkan

Seharusnya pelaksanaan revisi DIPA satker dapat dilakukan satu 

kali dalam satu triwulan. Untuk itu jangan da lagi pembiaran dalam 

setiap unit melakukan revisi. Anggapan bahwa DPR RI adalah satker 
sakti dimasyarakat harus diubah. Setjen DPR Rl adalah institusi 
pemerintah yang juga sama dengan K/L lainnya. Prinsip mendapatkan 

previllege harus dikikis.
Kedepannya diharapkan tidak ada lagi revisi DIPA dan POK yang 

melebihi ketetuan sehingga akan mempengaruhi penganggaran dan 

juga opini publik terhadap DPR RI.
c. Dampak

Setjen DPR RI yang telah mendapatkan mendapatkan predikat 12 

kali penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. harus semakin 

meningkatkatkan pengclolaan anggaran. WTP adalah sattus yang 

diberikan BPK untuk penyelenggara negara dalam pelaporan keuangan. 
Untuk itu diperlukan komitmen mutu dan akuntabilitas dalam 

mendukung penggunaan anggaran yang bersih, transparan dan 

bertanggung jawab. DIPA dan POK merupakan aspek penilaian dalam 

pelaporan keuangan.
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B. Penetapan Isu Prioritas 

1. Teknik Analisis Isu
Pada bagian ini penulis sudah hams menentukan isu yang akan dikaji 

diantara ketiga isu yang sudah dijabarkan diatas yang memang cocok dan 

tepat untuk dipilih sebagai objek yang digunakan. Adapun isu yang penulis 

pilih adalah isu yang pertama, yaitu belum optimalnya laporan capaian 

output sebagai pengukuran kinerja di Setjen DPR RI. Dalam memilih dan 

menetapkan isu prioritas, penulis akan melakukan Analisis Tapisan Isu 

menggunakan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu yaitu metode USG.

Urgency. Seriousness, Growth (USG) adalah salah satu alat untuk 

menaganalisis dan menyusun umtan prioritas isu yang hams diselesaikan. 
Caranya dengan menentukan tingkat pentingnya, keseriusan, dan 

perkembangan isu dengan menentukan skala nilai. Isu yang memiliki total 
skor tertinggi mempakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian 

urgency, seriousness and growth diuraikan sebagai berikut:

1. Urgency

Seberapa mendesak isu tersebut hams dibahas dianalisis dan 

ditindaklanjuti dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa 

besar tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang 

menyebabkan isu tadi. Dengan kata lain semakin penting suatu isu 

maka hams segera diselesaiakan.

2. Seriousness
Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat 
yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang 

menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah- 
masalah lain jika masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu 

dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah dapat 
menimbulkan masalah lain yang lebih serius apabila dibandingkan 

dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri. Penilaian
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seriousness ini juga dapat dilakukan dengan cara melihat dampak 

masalah tersebut terhadap produktifitas, pengaruh terhadap 

keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak.

3. Growth

Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak 

ditangani sebagaimana mestinya. Atau bisa juga bagaimana 

kemungkinan-kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang 

dikaitkan dengan masalah penyebab isu yang tambah memburuk jika 

dibiarkan.

Berikut ini adalah penjelasan dari penilaiana kriteria berdasarkan indikator 
yang ditetapkan (skor nilai 1-5)

Tabel 2. Penilaian Urgensi

No. Skala Penilaian Nilai Deskripsi Penilaian

1. Melibatkan banyak pihak 
banyak bagian lain

5 Harus segera dan cepat 
ditangani, bersifat paralel

2. Melibatkan beberapa bagian 
lain

4 Harus segera ditangani dan 
bersifat paralel

3. Melibatkan 2 bagian lain 3 Segera ditangani dan bersifat 
paralel

4. Hanya melibatkan 1 bagian 
lain

2 Ditangani dan tidak bersifat 
paralel

5. Tidak melibatkan bagian lain 1 Dapat ditangani dan tidak 
bersifat paralel

Tabel 3. Penilaian Seriousness

No. Skala Penilaian Nilai Deskripsi Penilaian

1. Sangat kuat 
mempengaruhi citra 
dan kredibilitas

5 Indikator penilaian sangat penting 
dan sangat mempengaruhi kinerja
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2. Kuat mempengaruhi citra 
dan kredibilitas

4 Indikator penilaian penting dan 
sangat mempengaruhi kineija

3. Mempengaruhi citra 
dan kredibilitas

3 Indikator penialaian penting dan 
mempengaruhi kinerja

4. Cukup mempengaruhi 
citra dan kredibilitas

2 Indikator penilaian cukup penting 
dan cukup mempengaruhi kinerja

5. Tidak mempengaruhi 
citra dan kredibilitas

1 Indikator penilaian tidak penting 
dan tidak mempengaruhi kineija

Tabel 4. Kriterian Penilaian Growth

No. Skala Penilaian Nilai Deskripsi Penilaian

1. Sangat cepat untuk 
menimbulkan masalah 
baru

5 Sangat kompleks dan dibutuhkan 
penanganan khusus

2. Cepat untuk 
menimbulkan masalah 
baru

4 Kompleks dan dibutuhkan 
penanganan khusus

3. Dapat menimbulkan 
masalah baru

3 Kompleks dan tidak dibutuhkan 
penanganan khusus

4. Cukup cepat 
menimbulkan masalah 
baru

2 Cukup kompleks dan tidak 
dibutuhkan penanganan khusus

5. Tidak menimbulkan 
masalah baru

Tidak kompleks dan tidak 
membutuhkan penanganan serius

2. Pemilihan Isu Prioritas

Tabel 5. Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No Isu Kritena Jumlah
U S G Nilai

1 Belum optimalnya pelaporan capaian output 5 5 4 14

sebagai pengukuran kinerja di Setjen DPR RI Prioritas
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Urgency: Isu ini sangat mendesak karena 

digunakan oleh Kementerian Keuangan (DJA dan 

DJPb) serta Bappenas untuk mengukur penilaian 

kinerja melalui jumlah capaian output. Dengan 

pagu anggaran 5 trilyun lebih untuk jumlah output 
yang diharapkan sebanyak 499 pada tahun 2020, 
hanya teralisasi tidak sampai 90%. Padahal DPR 

RI hanya memiliki 2 satker, jauh lebih sedikit jika 

dibandingkan K/L lainnya.

Seriousness: Isu ini sangat serius untuk 

diselesaikan. DPR RI memperoleh nilai IKPA 

67,68% dari target 98% sasaran startegis (sebelum 

adjustment) dari DJA dalam hal pengukuran 

kinerja pada tahun 2019. Padahal dengan hanya 2 

satker dan masuk kategori pagu sedang K/L, 
seharusnya Setjen DPR RI dapat memperbaiki 
peringkat kinerja. Ada juga temuan selisih antara 

pagu dan serapan. Hal ini menimbulkan 

pertanyaan, sesungguhnya anggaran DPR RI 
digunakan untuk apa dan bagaimana?

Growth: Sejak tahun 2017 kementerian keuangan 

telah mcnerbitkan 3 PMK tentang pengukuran 

kinerja dan 2 kali pergantian aplikasi (SAS dan 

SAKTI). Selain itu ada 3 pihak ekstemal yang 

membutuhkan laporan secara langsung (DJA dan 

DJPb dari Kemenkeu serta Kemeterian 

PPN/Bappenas). Mulai tahun 2021 tidak hanya 

laporan keuangan yang diaudit, tetapi juga ada 

audit laporan kinerja. Ditambah ada perubahan di 
sistem penganggaran (SAKTI).
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Untiik POK sendiri lingkup internal tetapi hams 

tetap melihat kctcntuan.

Seriousness: Masih ditemukannya revisi DIPA 

dan POK yang melebihi ketentuan di Setjen DPR 

RI mempakan isu yang cukup serius, dikarenakan 

isu ini bisa menyebabkan kesalahan dalam 

pengambilan keputiisan. Selain itu hal ini 
menimbulkan pertanyaan, bagaimana proses 

penyiisiinan anggaran dan pembelanjaannya? 

Growth: Apabila hal ini tidak diselesaikan, maka 

permasalahan yang sama akan terulang yakni 
jumlah revisi POK dan DIPA melebihi ketentuan 

serta bemjung pada kurangnya serapan anggaran. 
Hal ini dapat mempengamhi nilai belanja pada 

tahun selanjutnya.

Berdasarkan dari hasil analisis penetapan isu menggunakan metode 

USG (Urgency. Seriousness, and Growth)., maka penulis menetapkan belum 

optimalnya pelaporan capaian output sebagai pengukuran kinerja di Setjen 

DPR RI sebagai core issue karena isu tersebut mendapatkan nilai tertinggi 
yaitu 14, diikuti oleh isu mengenai Belum optimalnya pelaporan aset di 
Setjen da DPR RI dengan nilai 11 dan Masih adanya revisi POK dan DIPA 

yang melebiihi ketentuan di Setjen DPR RI dengan nilai 11.
Laporan capaian output memiliki tingkat urgency yang tinggi karena 

diserahkan kepada 3 instansi. Dilihat dari segi seriousness, laporan capaian 

output sangat mempengamhi peringkat kinerja K/L yang signifikan. 
Terakhir aspek growth pelaporan capaian output ini apabila tidak sesuai 
dengan yang ditentukan kemenkeu dan bappenas dapat menjadi 
permasalahan dikemudain hari.
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C. Gagasan Pemecahan Isu

1. Penyebab Terjadinya Isu
Untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya isu belum optimalnya 

pelaporan capaian output di Setjen DPR R1 penulis menggunakan metode 

mind mapping. Teknik Mind Mapping adalah proses pemetaan pikiran 

dimana hal ini dilakukan dengan menghubungkan satu konsep 

permasalahan tertentu untuk membentuk sebuah korelasi atau hubungan 

terhadap konsep pemahaman yang nantinya akan menghasilkan output. 
Dalam melakukan mind mapping, penulis mengelompokkan penyebab 

utama masalah menjadi 4 (empat) bagian berdasarkan faktomya, yaitu:
a. Faktor SDM yang kurang memiliki kualifikasi dalam membuat laporan 

capaian output
b. Kurangnya kesadaran dan kepedulian (awareness) dari masing-masing 

unit untuk melaporkan capaian output baik dari kcpala unit, validator 
dan juga operator

c. Tidak adanya format, pedoman dan atau petunjuk teknis yang baku dari 
Setjen DPR R1 untuk membuat laporan capaian output

d. Sering terjadinya perubahan kebijakan dari Kemenkeu (teknis dan 

sistem) dalam menentukan laporan capaian output.
2. Dampak Terjadinya Isu

Untuk menganalisa dampak dari isu belum optimalnya pelaporan 

capaian output penulis melakukan analisa dari dua sudut pandang, yaitu 

internal dan ekstemal. Internal dari sudut pandang institusi Setjen DPR RI 
dan Ekstemal dari lembaga lain yang memanfaatkan dan juga tentunya 

publik. Hasil analisis dampak isu dijabarkan melalui tabel berikut:
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label 6. Dampak belum optimalnya laporan capaian output

1 Internal

Berpotensi mengalami hasil 
pengukuran kinerja yang tidak 
rill (kelebihan dan kckurangan 
yang menimbulkan selisih)

Membutuhkan banyak
koordinasi dengan unit keija

Mengurangnya tingkat
akuntabilitas, profesionalitas, 
serta kepercayaan pada Setjen 
DPR RI (baik unit kerja lain, 
dan juga anggota DPR Rl)

Mengurangi penilaian kinerja 
masing-masing unit

Eksternal

Mengurangi tingkat
akuntabilitas Setjen DPR RI di 
mata publik

Menunmkan peringkat
penilaian Setjen DPR Rl dalam 
pengukuran kinerja

Menurunkan marwah dan citra 
Setjen DPR RI di mata publik

Berpotensi merugikan negara 
secara materiil dan immateriil

Dari hasil analisis dampak isu belum optimalnya pelaporan capaian 

output, temyata dampaknya sangat luas dan menyangkut citra terhadap 

Lembaga dan berpotensi merugikan negara dari target output yang belum 

dan atau tidak tercapai tetapi sudah mengeluarkan jumlah anggaran yang 

tidak sedikit. Pandangan publik juga bisa terpengaruh oleh isu ini, selain itu 

kineija DPR RI dapat dipertanyakan oleh publik.

3. Gagasan Pemecahan Isu
Dari hasil analisis penyebab dan dampak isu belum optimalnya 

pelaporan capaian output, apabila isu ini tidak segera diselesaikan maka 

akan menimbulkan catatan dari penilaian kineija yang dapat berujung pada 

ketidakakuratan dalam mengukur jumlah anggaran berdasarkan realisasi 
rincian capaian output serta ditemukannnya gap antara pagu dan serapan. 
Berdasarkan hasil analisis faktor penyebab teijadinya isu, dapat 
disimpulkan bahwa isu belum optimalnya laporan capaian output dapat
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berasal dari berbagai faktor diantaranya yaitu faktor manusia, kesadaran dan 

kepedulian, petunjuk teknis dan kebijakan dari ekstemal.
Beliim optimalnya pelaporan capaian output di Setjen DPR RI, 

kebanyakan karena faktor kurangnya kepedulian dan kesdaran dari unit 
(PPK dan staf PPK.) dan petunjuk teknis menegenai laporan capaian output. 
Karena keterbatasan sumber daya yang dimiki penulis, maka faktor ini yang 

akan diangkat dan dicarikan solusi terkait pemecahan isu yang diangkat.
Untuk menyelesaikan isu ini, penulis membuat sebuah motto “setiap 

rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan” dengan gerakan #DPR 

berkineija. Gerakan ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan penyebab isu 

belum optimalnya laporan capaian output di Setjen DPR RI melalui 
pembenahan dari faktor manusia dan pedoman yang digunakan. Gerakan 

dan motto setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan dengan 

Gerakan #DPR berkinerja memiliki tujuan sebagai sebagai berikut:
1. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian unit keija/pelaku yang 

bertanggung jawab pada pelaporan capaian output baik dilevel PPK 

dan juga staf PPK.
2. Memberikan pemahaman melalui penyusunan format, pedoman dan 

atau petunjuk teknis bagaiaman membuat laporan capaian output 
yang sesuai dengan ketentuan.

4. Teknik Implementasi dan Aktualisasi
Dilihat dari tujuan penulis membuat gerakan ini didasari penyebab 

isu yaitu faktor kurangnya kesadaran dan kepedulian dalam laporan capaian 

output (SDM) dan tidak adanya pedoman dalam penyusunan laporan 

capaian output. Faktor-faktor ini krusial dan sangat mempengaruhi hasil 
pelaporan capaian output. Dengan menyelesaikan faktor penyebab ini, maka 

risiko laporan capaian output yang tidak akurat (ada selisih kurang dan 

lebih), tidak tercapaianya jumlah rincian output yang dihasilkan dapat 
diminimalisir. Untuk itu penulis akan melakukan:
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1. Membuat standing banner untuk melakukan pelaporan capaian 

output yang berisi meningktkan kesadaran (campaign) pentingnya 

capaian output dalam aspek pengukuran kinerja sesuai dengan PMK 

Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan Anggaran. Gerakan #DPR RI berkinerja dengan motto 

“setiap rupiah yang dibelanjakan hams menghasilkan” dibuat. 
Dalam standing banner nantinya akan ada kampanye ajakan untuk 

lebih aware dengan laporan capaian output. Selain itu termuat juga 

QR code yang dapat di-scan oleh smartphone dan akan terhubung 

dengan sebuah lautan cloud, berisikan informasi terkait pelaporan 

capaian output.

2. Untuk mendukung gerakan #DPR RI berkinerja dengan motto 

“Setiap mpiah yang dibelanjakan harus menghasilkan”, penulis 

berencana untuk membuat sebuah buku pedoman dalam bentuk 

ebook sederhana, menarik, dan komprehensif mengenai tata cara 

pengisian dan perhitungan laporan capaian output diSetjen DPR RI 
yang akan dibcrikan kepada para pegawai yang memiliki tugas 

berkaitan dengan perhitungan dan pengisisan laporan capaian 

output.

Gambar 4. Contoh Gambar konten buku
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Gambar 5. Contoh dcsain Standing Banner

5. MANFAAT
a. Internal

Meningkatkan kesadaran dan kepedulian unit menyajikan laporan capaian 

output. Memudahkan dalam pengisian pelaporan capaian output yang 

akuntabel, terperinci dan seragam.
b. Ekternal

- Memberikan informasi kepada anggota BURT DPR RI tentang postur 
capaian output tiap unit kerja.

- Mempermudah rekonsiliasi dengan PPN/Bappenas, Direktorat Jenderal 
Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian 

Keuangan.
- Menjadikan DPR RI sebagai lembaga yang memiliki elektabilitas 

kineija yang baik

30



BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASl

A. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja 
Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan Pemecahan Isu

Biro Keuangan
Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja terkait capaian output hams diserahkan ke 3 instansi. Sekretariat Jenderal 
DPR R1 masih memperolch peringkai yang tidak maksimal. Selain itu ditemukan gap (sclisih) antara pagu dan 
realisasi. Hal ini dikareanakan kurangnya awareness dari stakeholder internal khususnya kepala unit, validator dan 
operator penginput data dan tidak adanya pctunjuk teknis dalam mclaporkan capaian output.
Belum Optimalnya Pengisian Laporan Capaian Output yang menunjukkan Pengukuran Kinerja di Setjen 
DPRRI
Membuat gerakan #DPR RI berkinerja dengan motto setiap rupiah yang dikeluarkan 
harus menghasilkan
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Tabel 7. Matrik Rancangan Aktualisasi

No Kegiatan

2.

Tahapan Kegiatan

3.

Output / Basil

4.

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan

5.

Kontribusi Tcrhadap 
Tusi/Tujuan Organisasi

6.

Penguatan Nilai 
Organisasi

7.
Melakukan Koordinasi 
dan Konfirmasi dengan 
Mentor mengenai 
Tahapan Kegiatan yang 
akan dilakukan di Unit 
Kerja

1. Menghubungi
mentor dan
menentukan jadwal 
pertemuan untuk 
membahas tahapan 
kegiatan yang akan 
dilakukan di Unit 
Kerja

2. Mengkonfirmasi dan 
melakukan 
koordinasi mengenai 
tahapan kegiatan 
rancangan
aktualisasi dengan 
Mentor

1. Arahan
2. Dokumentasi

Etika Publik
Pencerminan tentang norma 
yang menentukan benar atau 
salah, baik atau buruk perilaku 
dalam merumuskan kebijakan 
publik dengan tujuan 
menjalankan tanggung jawab 
sebagai pelayan publik

Nasionalisme
Pencrapan salah satu sila 
Pancasila, yaiiu sila ke-4 
“Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam
permusyawaratan/perwakilan”

Dengan melakukan
koordinasi serta konfirmasi 
dengan Mentor terkait 
dengan tahapan kegiatan 
yang akan dilakukan, 
mendukung Icrwujudnya visi 
organisasi Sekretariat
Jenderal DPR R1 untuk 
menjadi unsur penunjang 
DPR RI yang profesional, 
andal, dan akuntabcl

Kegiatan ini menerapkan
nilai-nilai DPR RI, yaitu; 
Akuntabcl, yaitu
mengerjakan seluruh 
kegiatan dengan
memberikan bukti-bukti 
yang bisa
dipertanggungjawabkan. 
Profesional, yaitu
menyampaikan terlebih 
dahulu pembahasan apa 
saja yang akan dibahas 
ketika konsultasi sehingga 
Ketika rancangan dimulai, 
pembahasan menjadi 
terarah dan sesuai dengan 
apa yang direncanakan

Meminta persetujuan 
pimpinan dari unit kerja

1. c 1. Arahan
2. Izin/Restu
3. Dokumentasi

Komitmen Mutu
Proses melakukan survei dan 
penggalangan dana hams 
selalu menerapkan mutu agra 
kualitas dari hasil survei dan 
penggalangan dukungan

Dengan persetujuan dari
pimpinan dan unit keija dari 
kepala sub bagian sampai 
dengan biro, mendukung 
terwujudnya visi organisasi 
Sekretariat Jenderal DPR RI 
untuk menjadi unsur

Kegiatan ini menerapkan 
nilai-nilai DPR RI, yaitu: 
Religius. dimana ketika 
menggalang dukungan dan 
melakukan promote hams 
mengkomunikasikannya 
dengan sopan santun dan
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil
Keterkaltan Substansi Mata 

Pelatihan
Kontribusi Tcrhadap 

Tusi/Tujuan Organisasi
Penguatan Nilai 

Organisasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Akuntabititas dengan selalu 
meminta iijin sebelum 
melakukan program aktualisasi

penunjang DPR RJ yang 
profesional, andal, dan 
akuntabel

penuh hormat terlebih
dahulu.
Profesional yaitu meminta 
izin kepada unit kerja 
penulis

Survei ke unit kerja 
untuk menjaring isu 
utama

1. Sampling ke
stakeholder terkait 
isu yang akan 
diangkat

2. Melakukan survei 
atau kuisioner 
terkait isu pelaporan 
capaian output

1. Dokumentasi
2. Hasil Kuisioner

Etika Publik
Pencerminan tentang norma 
yang menentukan benar atau 
salah, baik atau buruk perilaku 
dalam merumuskan kebijakan 
publik dengan tujuan 
menjalankan tanggung jawab 
sebagai pelayan publik

Nasionalisme
Penerapan salah satu sila 
Pancasila, yaitu sila ke-4 
“Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam
permusyawaratan/perwakilan”

Dengan melakukan survei ke 
unit keija untu menjaring isu 
yang dibutuhkan,
mendukung terwujudnya visi 
organisasi Sekretariat
Jenderal DPR R1 untuk 
menjadi unsur penunjang 
DPR RI yang profesional, 
andal, dan akuntabel

Kegiatan ini menerapkan 
nilai-nilai DPR RI, yaitu; 
Akuntabel dan Integritas, 
yaitu mengumpulkan data- 
data yang hanya 
dibutuhkan saja dan 
bertanggung jawab atas 
data-dala tersebut

Mendesain dan
menyusun konten 
terkait buku pedoman 
dan standing banner

1. Mendesain template 
ebook dan standing 
banner

2. Memasukkan 
konten yang telah di

1. Isi Konten 
Ebook

2. Dokumentasi

Komitmen Mutu 
Komitmen mutu merupakan 
pemahaman konsep mengenai 
efektivitas, efisiensi, inovasi.

Dengan mendesain dan 
menyusun konten terkait 
buku pedoman dan standing 
banner mendukung
terwujudnya visi organisasi

Kegiatan ini menerapkan 
nilai-nilai DPR RJ, yaitu: 
Akuntabel, dalam
meyususn pedoman dan
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No Kegiatan Tahapan Kegiatas Output / Hasil Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan

Kontribusi Terhadap 
Tusi/Tujuan Organisasi

Penguatan Nilai 
Organisasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
mengenai laporan 
capaian output

approve dan 
disetujui Mentor ke 
dalam template 
ebook dan standing 
banner yang telah 
dibuat

3. Mencari peraturan 
pemerintah terkait 
dengan proses 
pengisian dan 
perhitungan laporan 
capaian output.

4. Meringkas peraturan 
tersebut menjadi 
poin-poin yang 
mudah dipahami 
oleh pembaca

dan mutu penyelenggaraan 
Pemerintah

Akuntabilitas yaitu selalu 
menjaga semangat kejujuran 
dalam mendcsain dan 
menyusun standing banner dan 
buku pedoman

Anti korupsi yaitu tidak 
memanipulasi isi konten dan 
biaya dalam melakukan 
cetakan apabila mendapat 
pendanaan dari unit terkait 
proye aktualisasi

Sekretariat Jenderal DPR RI 
untuk menjadi unsur 
penunjang DPR RI yang 
profesional, andal, dan 
akuntabel

banner harus diseusaikan 
dengan kondisi yang ada. 
Profesional, hasil dari 
konten ini harus maksimal 
dan sesuai dengan tujuan 
awal dari pemecahan isu 
masalah

Meminta mentor untuk 
mereview desain dan 
konten hasil dari buku 
Pedoman dan standing 
banner

1. Mencetak hasil 
desain dan isi konten 
yang telah dibuat 
(untuk isi konten 
optional)

2. Menjadwalkan 
bimbingan bersama 
dengan Mentor

1. Arahan
2. Isi Konten 

Ebook
3. Dokumentasi

Etika Publik
Pencerminan lentang norma 
yang menentukan benar atau 
salah, baik atau buruk perilaku 
dalam merumuskan kebijakan 
publik dengan tujuan 
menjalankan tanggung jawab 
sebagai pelayan publik

Dengan meminta review 
desain dan konten dari 
satnding banner dan buku 
pedoman, mendukung
terwujudnya visi organisasi 
Sekretariat Jenderal DPR RI 
untuk menjadi unsur 
penunjang DPR RI yang

Kegiatan ini menerapkan 
nilai-nilai DPR RI, yaitu: 
Akuntabel, yaitu
mengerjakan seluruh
kegiatan dengan
memberikan bukti-bukti 
yang bisa
di pertanggungj a wabkan 
Professional, yaitu
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil
Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan
Kontribusi Terhadap 

Tusi/Tujuan Organisasi
Penguatan Nilai 

Organisasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3. Memberikan hard 
file kepada Mentor 
serta mcnjelaskan 
secara singkat dan 
jelas mengenai 
konien yang akan 
dimasukkan ke 
dalani buku

4. Meminta review 
atau feedback untuk 
meningkatkan 
kualitas buku

Nasionalisme
Penerapan salah satu sila 
Pancasila, yaitu sila ke-4 
“Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam
permusyawaratan/perwakilan”

profesional, andal, dan 
akuntabel

mengerjakan tugas-tugas 
tidak banya sesuai dengan 
keahlian yang dimiliki oleh 
pengemban tugas tetapi 
juga kemampuan adaptasi 
mealkuakan tugas diluar 
tupoksi.

Melakukan Sosialisasi 
kepada Stakeholders 
terkait Isu

1. Menentukan 
stakeholders yang 
akan terdampak dari 
rancangan 
aktualisasi

2. Menentukan jadwal 
sosialisasi kepada 
stakeholders terkait 
(bisa dengan rapat 
yang
diselenggarakan unit 
keija)

3. Melakukan 
sosialisasi singkat

Dokumentasi 
Kepedulian 
akan isu yang 
diangkat oleh 
penulis
Respon dari 
stakeholder

Etika Publik
Pencerminan tentang norma 
yang menentukan benar atau 
salah, baik atau buruk perilaku 
dalani merumuskan kebijakan 
publik dengan tujuan 
menjalankan tanggung jawab 
sebagai pelayan publik

Nasionalisme
Penerapan salah satu sila 
Pancasila, yaitu sila ke-4 
“Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan

Dengan melakukan
sosialisasi rancangan
aktualisasi kepada
stakeholders terkait isu 
pelaporan capaian output, 
mendukung terwujudnya visi 
organisasi Sekretariat
Jenderal DPR RI yang 
profesional, andal, dan 
akuntabel

Kegiatan ini menerapkan
nilai-nilai DPR RI, yaitu: 
Religius yaitu
menyampaikan maksud 
dan tujuan untuk
mensosialisasikan hasil 
aktualisasi dengan penuh 
hormat dan sopan santun. 
Akuntabel dan integritas, 
yaitu mensosialisasikan 
hasil aktualisasi ke
stakeholder dengan
sebenar-benarnya 
Professional, yaitu
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No

1.

Kegiatan

2.

Tahapan Kegiatan

3.

Output / Hasil

4.

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan

5.

Kontribusi Terhadap 
Tusi/Tujuan Organisasi

6.

Penguatan Nilai 
Organisasi

7.
mengenai rancangan 
aktualisasi unluk 
meningkatkan 
kembali awareness 
terkait isu yang 
daiangkat scrta 
untuk mendapatkan 
respon dari
stakeholders

dalam
permusyawaralan/perwakilan"

Komitmen Mutu
Menjaga dan menjamin proses 
sosialisai dpat bcrjalan sesuai 
dengan rencana dan target 
yang telah ditetapkan

Akuntabilitas
Proses dan hasil sosialisasi 
hams dilakukan dengan 
maksimal. Karena hal ini 
sebagai bentuk
pertanggungjaaabn dari hasil 
akhir rancangan aktualisasi

mensosialisasikan hasil
aktualisasi ketikapckerjaan 
sudah benar-benar matang 
sehingga tidak ada 
kesalahan-kesalahan yang 
terjadi ketika data tersebut 
diakses.
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B. Stakeholder

Stakeholder adalah individu, kelompok, komunitas atau masyarakat baik 

secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta 

kepentingan terhadap organisasi (Budimanta dkk, 2008). Lembaga-lembaga 

publik telah menggunakan istilah stakeholder ini secara luas ke dalam proses- 
proses pengambilan dan implementasi keputusan. Masing-masing stakeholder 

memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Stakeholder dibagi menjadi 
stakeholder internal dan ekstemal.

Stakeholder Internal dalam laporan ini meliputi;

1) Sekretariat Jenderal
2) Deputi Bidang Administrasi
3) Deputi Persidangan
4) Biro Keuangan
5) Insperktorat Utama
6) Unit Kcrja
7) Kabag Administrasi Keuangan

Stakeholder Ekstemal dalam laporan ini meliputi:

1) Kementerian Keuangan;
a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
b. Direktorat Jenderal Anggaran

2) Kementerian PPN/Bappenas
3) Masyarakat/Publik

C. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala
KBBl mengartikan kendala sebagai halangan, rintangan, keadaan yang 

membatasi, menghalangi dan merintangi pelaksanaan, pencapaian sasaran. 
Setiap melakukan kegiatan pasti akan dihitung dan dianalisis kendalanya. Proses 

ini bagian dari penerapan manajemen risiko. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini 
penulis mengalami berbagai kendala diantaranya:

1. Kendala terkait permasalahan data laporan capaian output
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2. Kendala terkait masalah dana dalam mengimplementasikan kegiatan 

laporan aktualisasi
3. Kendala dalam mendesign banner dan bukii pedoman
4. Kendala terkait penerimaan dari unit kerja
5. Kendala koordinasi dengan bagian lain

Untuk mengatasi permasalahan diatas, penulis melakukan:

1. Meminta laporan realisasi pengukuran kinerja capaian output ke sub 

bagian pelaporan dan sub bagian monitoring evaluasi capaian output.
2. Mengajukan proposal bantuan dana ke bagian dan biro untuk 

mendapatkan dana operasional kegiatan rancangan dan implementasi 
aktualisasi, misal biaya dcsain dan percetakan.

3. Bekerjasama dengan pihak yang berkompeten untuk mendesain standing 

banner

4. Berkonsultasi dan meminta dukungan untuk melakukan aktualisasi ke 

sub bagian, bagian dan biro keuangan.
5. Meminta izin untuk melakukan sosialisai ke unit lain terkait tempat 

pemasangan standing banner setelah mendapat persetujuan dari biro 

keuangan.

D. Analisis Dampak
Pelaksanaan aktualisasi ini tentunya menghasilkan perubahan yang 

menciptakan dampak terhadap banyak pihak, seperti;

1. Individu

Dampak pertama adalah kepada penulis secara pribadi, yaitu hal tersebut 
berdampak kepada meningkatnya pemahaman dan pengalaman penulis atas 

tugas dan fungsi penulis sebagai analis laporan keuangan

2. Unit Kerja
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Dainpak kedua adalah kepada unit keija penulis yaitu Sub Bagian Pelaporan 

dimana dengan adanya pelaksanaan aktualisasi tersebut akan lebih 

mempermudah dan mempercepat pekerjaan di unit keija.

3. Organisasi

Dampak yang ketiga adalah dampak yang diterima oleh organisasi dimana 

dengan adanya pelaksanaan aktualisasi tersebut akan meningkatkan nilai mutu 

organisasi sehingga bisa terus memperbaiki laporan capaian output sesuai format 
yang tealah ditentukan.

4. Nasional

Dampak terkahir adalah dampak yang diterima secara nasional. Dalam hal 
ini aktualisasi yang penulis laksanakan memiliki dampak kepada nasional 
apabila program atau gerakan ini juga diadopsi dan diterapkan oleh K7L lainnya.

Selain dampak yang dihasilkan kepada individu, unit kerja, organisasi, dan 

nasional ada hal - hal yang perlu dipertimbangkan yaitu penerapan nilai-nilai 
ANEKA pada setiap kegiatan aktualisasi. Tetapi apabila nilai-nilai tersebut tidak 

diterapkan, maka akan berdampak tidak terselesaikannya aktualisasi dengan 

baik seperti apabila tidak diterapkannya nilai akuntabilitas maka menunjukkan 

tidak adanya rasa tanggung jawab dalam pengumpulan data.

Selain itu apabila nilai — nilai etika publik dan nasionalisme tidak 

diterapkan, maka data-data tersebut juga tidak akan terkumpul dikarenakan 

adanya komunikasi yang buruk antara satu bagian dengan bagian yang lain. 
Kemudian, apabila nilai komitmen mutu tidak diterapkan, akan teijadi banyak 

kegiatan yang membuang - buang waktu dan membuang sumber daya milik 

negara dalam pelaksanaan aktualisasi. Dan yang tcrakhir adalah apabila nilai anti 
korupsi tidak diterapkan, maka akan terjadi manipulasi-manipulasi bukti 
pelaksanaan aktualisasi.
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E. Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI 

Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

MEI JUNl

1 11 HI IV I 11 III IV
1. Melakukan Koordinasi serta 

Konfirmasi dengan Mentor
a) Menentukan jadwal !.

\ • •
b) Konfirmasi dan koordinasi i

2. Meminta persetujuan
pimpinan dari unit kerja
a) Menggaiang dukungan
b) Promote

3 Survei kc unit kerja untuk 
menjaring isu utama
a) Sampling isu
b) Kuisioner

4. Mendesain standing banner 
dan konten buku pedoman
a) Desain template dan isi
b) Memasukkan konten
c) Mencari peraturan
d) Meringkas peraturan

5. Kegiatan Ke-5 Meminta 
review dari mentor
a) Mencetak output
b) Jadwal bimbingan ,
c) Memberikan output
d) Meminta reviu

6. Kegiatan Ke-6 Melakukan 
Sosialisasi kepada

a) stakeholder
b) Tentukan jadwal
c) Sosalisasi
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BAB V
PELAKSANAAN AKTUALISASI

Pelaksanaan aktualisasi dimulai setelah presentasi rancangan aktualisai tepatnya 

Hari Senin, 3 Mei 2021

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi
Tabel 8 Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

MEI JUNI

1 II III IV I 11 III IV

1. Melakukan Koordinasi serta 
Konfirmasi dengan Mentor

5
c) Menentukan jadwal
d) Konfirmasi dan koordinasi

2. Meminta persetuj uan
pimpinan dari unit kerja
c) Menggalang dukungan
d) Promote

3 Survei ke unit kerja untuk 
menjaring isu utama ; ,i •

b) Sampling isu
b) Kuisioner

4. Mendesain standing banner 
dan konten buku pedoman
a) Desain template dan isi
b) Memasukkan konten
c) Mencari peraturan
d) Meringkas peraturan

5. Kegiatan Ke-5 Meminta 
review dari mentor
a) Mencetak output
b) Jadwal bimbingan
c) Memberikan output
d) Meminta reviu
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No Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

ME! JUNI

I II III IV 1 II III IV

6. Kegiatan Ke-6 Melakukan 
Sosialisasi kepada

d) stakeholder
e) Tentukanjadwal
f) Sosalisasi

-1-

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan
Setelah penulis menyerahkan laporan rancangan aktualisasi dan melakukan 

presentasi, penulis mulai off campus dan kembali ke unit kerja. Dalam prosesnya 

ada beberapa pertanyaan mengenai aktualisasi, salah satunya tahapan kegiatan. 
Tahapan kegiatan harus direncanakan, dilakukan secara berurutan dan mendetail 
untuk mengahsilkan output yang maksimal. Tahapan kegiatan ini dimulai dari 
koordinasi dan konfirmasi dengan mentor sampai yang terakhir sosialisasi kepada 

stakeholder diantaranya staf PPK.

1. Melakukan Koordinasi dan Konfirmasi dengan Mentor
Pertama kali kegiatan yang dilakukan penulis adalah koordinasi dan 

konfirmasi perihal aktualisasi yang akan disusun. Ini dilakukan sebagi wujud 

dengan menerapkan nilai etika publik sebagai bentuk tanggungjawab aparatur 
sipil negara yang harus mengimplementasikan nilai- nilai Akuntabilitas, 
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA.).

Tabel 9. Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Kegiatan 1

No. Nilai ANEKA Reran dan
Kedudukan

Nilai Organisai

1 Akuntabilitas Manajemen ASN Akuntabel

2 Etika Publik Profesional

3 Komitmen Mutu Integritas
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1.1 Tahapan Kegiatan dan Output

Dalam kegiatan pertama ini terdiri atas dua tahapan kegiatan, yaitu:

a. Menghubungi mentor dan nienentukan jadwal

Pada hari senin minggu pertama bulan mei, penulis langsung 

menemui mentor untuk mengutarakan keinginan melaksanakan 

konsultasi terkait tema aktualisasi. Setelah menyampaikan maksud 

dan tujuan konsultasi, mentor yang juga atasan penulis di unit keija 

bersedia memberikan konsultasi yang mana ditentukan jadawalnya 

terlebih dahulu.

Gambar 6 Menetukan jadwal aktualisais

Setelah menentukan jadwal, akhimya disepakati konsultasi dan 

diskusi pada hari rabu minggu pertama dinit kerja {ojf campus).

b. Melaporkan kegiatan aktualisasi dan mendiskusikan aktualisasi 
dengan mentor (kasubag pelaporan)
Melalui diskusi ini diperoleh persetujuan topik serta subtopik yang 

akan dibuat buku panduan, pedoman dan petunjuk teknis (ebook) 

mengenai pelaporan capaian output. Ini sesuai dengan rencana awal 
karena berdasarkan laporan rancangan aktualisasi, pelaporan 

capaian output menjadi concern bersama karena memiliki nilai
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indikator IKPA tertinggi yaitu sebesar 17% melebihi serapan 

anggaran/realisasi yang nilainya 15%. Selanjutnya mendiskusikan 

kegiatan apa yang akan dilakukan karena aktualisasi ini akan 

berdampak di Setjen DPR RI.

m

Gambar 7 Mendiskusikan kegiatan aktualisasi

Setelah melakukan diskusi maka ditentukan penjadwalan kegiatan 

langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meyusun aktualisasi.

2. Meminta dukungan pimpinan dan persetujuan dari unit kerja

Suatu proper atau aktualisasi jika memiliki dampak terhadapa organisasi 
maka hams meminta dukungan minimal ke unit kerja. Pada kegiatan ini 
dilakukan pengumpulan dukungan dari berbagai pihak. Hal ini sebagi bentuk 

wujud penerapan nilai akuntabilitas dan etika publik sebagai wujud tanggung 

jawab aparatur sipil negara yang hams mcngimplementasikan nilai- nilai 
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Kompsi 
(ANEKA).
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Tabel 10 Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Kegiatan 2

No. Nilai ANEKA Reran dan 
Kedudukan

Nilai Organisai

1 Akuntabilitas Manajemen ASN Akuntabel

2 Etika Publik Profesional

3 Komitmen Mutu Integritas

2.1 Tahapan Kegiatan dan Output
Dalam kegiatan kesua ini terdiri atas dua tahapan kegiatan, yaitu: 

a. Menggalang dukungan ke berbagai unit kerja di lingkungan 

Setjen DPR Rl
Pada kegiatan ini, penulis banyak menggalang dukungan keberbagai 
stakeholder internal di Setjen DPR RI yaitu pejabat ekselon I dan 

ekselon II. Hal ini dibuktikan dengan berbagai surat pemyataan 

dukungan dan foto sebagai berikut:
1. Bapak Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si. selaku Sekertaris 

Jenderal.

Gambar 8 Dukungan dari Bapak Sekjen

2. Bapak Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA selaku Ispektur 
Utama.
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Gambar 9 Dukungan dari Bapak Irtama

3. Ibu Dra. Damayanti, M.Si. selaku Deputi Bidang 

Persidangan.

Gambar 10 Dukungan dari Ibu Deputi Persidangan

4. Nunn Nugraha FChuswara, S.H., M.H. selaku Pit. Deputi 
Bidang Administrasi.
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Gambar 11 Dukungan dari Bapak Pit Deputi Administrasi

5. Ibu Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn. selaku 

Pit. Tnspektur 1.

h
Gambar 12 Diingan dari Ibu Pit. Inspektur I

6. Ibu Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn. selaku 

Inspektur II.

Gambar 13 Dukungan dari Ibu Inspektur II
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7. Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. selaku Kepala Biro 

Keuangan.

Gambar 14 Dukungan dari Bapak Karo Keuangan

8. Bapak Satyanto Priambodo, S.E., M.Si. selaku Kepala Biro 

Barang Pengelolaan Milik Negara (BMN).

Gambar 15 Dukungan dari Bapak Karo BMN
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9. Bapak Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si. selaku Kepala Pusat 
Teknologi dan Informasi (Pustekinfo)

Wa

Gambar 16 Diikungan dari Bapak Karo Pustekinfo

10. Drs. Mohammad Djazuli, M.Si. selaku Pit. Kepala Biro 

Pemberitaan Parlemen.

Gambar 17 Dukungan dari Bapak Pit. Karo Pemberitaan 
Parlemen

b. Melakukanpromote ke unit kerja penulis mengenai isu yang 

akan diangkat
Selain meminta dukungan dari unit kerja lain, penulis juga 

meminta persetujuan dari unit kerja internal mulai dari kepala sub 

bagian pelaporan, kepala bagian administrasi keuangan dan kepala 

biro keuangan. Awalnya penulis membuat format surat dukungan 

dan melakuakan diskusi singkat mengenai aktualisasi yang akan
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dikerjakan. Kabag administrasi keuangan menanyakan apakah ini 
ada kaitannya dengan OM SPAN dan aplikasi SAKTI dari 
Kemenkeu. Hasil diskusi singkat ini juga memberikan wawasan 

bagi penulis.

Berdasarkan Peraturan Mcntcri keuangan Nomor 
195/PMK.05/20I8 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 

Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, masing-masing 

satker setiap bulan diharuskan melaporkan progres capaian 

outputnya. Setelah berdiskusi serta memaparkan maksud dan tujuan 

aktualisasi ini, unit kerja memberi persetujuan dan dukungan penuh. 
Penulis juga meminta persetujuan dan dukungan secara tertulis di 
Biro Keuangan:

I. Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. selaku Kepala Biro 

Keuangan.

Gambar 18 Dukungan dari Bapak Karo Keunagan
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2. Bapak Agus Sutari, S.Sos. selaku Kepala Bagian 

Administrasi Keuangan.

Gambar 19 Dukungan dari Bapak Kabag Adminkeu 

3. Bapak Sam Karya Nugraha, S.E., M.Ak. selaku Kepala Sub 

Bagian Pelaporan.

ii

Gambar 20 Dukungan dari Bapak Kasubag Pelaporan
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3. Survei ke unit kerja untuk menjaring i$u utama
Dipilihnya pelaporan capaian output sebagai laporan aktualisasi karena isu 

ini merupakan hal yang strategis. Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan 

dan Pcnganggaran, kedepannya akan ada audit kineija salah satunya laporan 

capaian output. Untuk mengetahui kendala, permasalahan, dan juga 

meningkatkan pemahamanan dalam laporan capaian output maka penulis 

melakukan survei ke unit keija untuk menjaring isu utama. Hal ini sebagi 

bentuk wujud penerapan nilai akuntabilitas dan etika publik sebagai wujud 

tanggung jawab aparalur sipil negara yang hams mengimplementasikan nilai- 
nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti 
Kompsi (ANEKA).

Tabel 11 Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Kegiatan 3

No. Nilai ANEKA Reran dan
Kedudukan

Nilai Organisai

1 Akuntabilitas Manajemen ASN Akuntabel

2 Etika Publik Profesional

3 Komitmen Mutu Integritas

3.1 Tahapan Kegiatan dan Output
Dalam kegiatan ketiga ini terdiri atas dua tahapan kegiatan, yaitu:
a. Sampling ke stakeholder terkait isu yang akan diangkai

Untuk mengetahui seberapa paham dan mengerti stakeholder 
mengenai capaian output maka dilakukan sampling. Sampling ini 
akan ditindak lanjuti dengan survei. Penulis menanyakan secara 

lisan ke beberapa rekan kerja mengenai capaian output. Hasilnya 

secara umum belum mengerti laporan caaian ouput temtama untuk 

perhitungan output non generik.
b, Melakukan survei atau kuisioner terkait isu pelaporan capaian 

output
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Untuk mengetahui permasalahan, kendala dan apa yang sebenamya 

terjadi, penulis melakukan survei/kuisioner. Subjek dari kuisioner 
ini adalah staf pejabat pembuat komitmen (PPK). Hal ini 
dikarenakan staf PPK merangkap sebagai staf biro yang memiliki 
tugas melaporkan progres capaian output. Berikut ini contoh 

kuisioner:

Kenali Output dan Target ^ ;
Perlsnyaan di section ini lenlang penoaltaran aulpui. penentuan target output, peiubatian target output, ^ 
output dan peijan|ian kmerja (PK) ▼

1. Kendala alau masalah apa yang Bapak/Ibu temul pada saat melakukan pertdaftaran output ke 
baglan perencanaan?

I -'141 l.'ll

2. Proses dan nambatan apa saja yang Bapak/ibu rasakan dalam tata cara penentuan target ?
li.c.g jn I.vei it'il

3. Apakah Bapak/ibu mengetanui tata cara perubahan target output jika terjadi perubahan 
nomenkiatur organisasi/restrukturisasi?

©

Tt

Q
E

Gambar 21 Pertanyaan kuisioner tentangperencanaan output

Pelaporan :
Pertanyaan di section mi tentang tala cara. waktu dan format pelapoian

1. Apakah Bapak/ibu rnengetahui tala cara pengisian capaian output?

Lcng jr'.A-?’ 'ci'

2. Apakah Bapak/ibu mengetahui batas waktu pelaporan capaian output dl SAKTI7 
Long jnswer icit

3. Apakah Bapak/ibu memahami format pelaporan capaian output?

Long .inriwri li-it

©

Tt

□
E
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Gambar 22 Pertanyaan kuisioner teniang pelaporan dan 
perhitungan capaian output

Tidak semua pertanyaan dijawab. Hal ini besar kemungkinannya 

karena pertanyaan berupa esai sehingga jawaban harus diketik. 
Tetapi informasi yang yang didapat sudah cukup sebagai 
pertimbangan isi konten ebook.

4. Mendesain dan menyusun konten terkait ebook dan ebanner laporan 

capaian output

Dari data dan referensi yang telah dikumpulkan pada kegiatan 3, dibuat 
sebuah konsep substansi informasi capaian output yang menjelaskan secara 

rinci dari topik serta subtopik yang dibahas. Adapun subtopik yang akan 

dijelaskan di dalam ebook ini.

Tabel 12 Nllai-Nilai Yang Terkandung dalam Kegiatan 4

No. Nilai ANEKA Reran dan
Kedudukan

Nilai
Organisai

1 Akuntabilitas Manajemen ASN Akuntabel

2 Etika Publik Profesional

3 Komitmen
Mutu

Integritas

4.1 Tahapan Kegiatan dan Output
Dalam kegiatan keempat ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu: 
fl. Mendesain template ebook dan ebanner

Berdasarkan konsep substansi ebook dan ebanner yang telah 

ditentukan, dibuatlah desainnya menggunakan aplikasi canva. 
Mengapa dipilih aplikasi ini? Karena didalamnya terdapat banyak 

fitur yang bisa didapat secara gratis dan bisa menyesuaikan template 

sesuai dengan ide dan kreativitas yang dimiliki. Misalnya fitur QR 

code, template cover dan lainnya sehingga membuat layout tidak
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membosankan. Adapun basil desain salah satu halaman yaitu cover 

seperti berikut;

Gambar 23 Cover Ebook Capaian Output

Selanjutnya adalah desain ebanner. Ebanner ini fimgsinya sebagai 
campaign iintuk meningkatkan kesadaran bahwa capaian output itu 

adalah indikator yang sangat pcnting dalam penilaian kinerja. Oleh 

karenanya desain ebanner dibuat menarik, berfungsi himbauan atau 

ajakan. Kesan bahwa penyerapan anggran hasil akhimya adalah 

realisasi hams diubah. Saat ini fokusnya adalah seberapa banayak 

anggaran yang kita keluarkan untuk mencapai output yang telah kita 

buat dan peijanjikan.
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Gambar 24 Desain Ehatmer capaian output

b. Mencari peraturan pemerintah dan membuat ringkasan terkait 
dengan laporan capaian output

Sebagai aspek yang penting dalam pengukuran kinerja, capaian 

output memiliki dasar hukum yang mana didalamnya terdapat tata 

cara pelaporan, monitoring dan cvaluasinya. Peraturan yang menjadi 
rujukan penialian kinerja adalah:

> Peraturan Menteri keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 

tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 

Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
> Peraturan Menteri keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas 

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga.

c, Memasukkan konten yang telah di approve dan disetujui Mentor 

ke dalam ebook dan ebanner

Dalam prosesnya, setelah melakukan diskusi dan konsultasi dengan 

mentor akhimya diputuskan materi apa saja yang akan dimuat dalam 

ebook laporan capaian output ini. E book ini terdiri dari 6 bab. Bab 

pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang defmisi capaiaan 

output, peraturan dan kebijakan pemerintah tentang pengukuran 

kineija. Bab dua adalah perencanaan output berisis tentang kenali
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output dan bagaiaman outpun itu disusun dan didaftarakan termasuk 

didalamnya ada TOR kegiatan. Selain itu juga ada proses 

penyusunan DIPA. Bab ketiga adalah pengukuran output berisi 
tentang bagaiamana bagaimana konsep RSPP, Indikator IKPA pada 

capaian output dan hubungan antara rclaisasi kineija dan rcalisasi 
anggaran.

DAFTAR ISI

01. Pendahuluan 

02. Perencanaan Output 

03. Pengukuran Output 

04. Perhitungan Output 

05. Monitoring dan Evaluasi 

06. Daftar Istilah

Gambar 25 Daftar Isi Ebook

Bab 4 membahas tentang perhitungan output yang berisi 
bagaiamana menghitung output organic dan non organic, apa saja 

yang hams diperhatikan dalam mengisi capaian output. Bab 5 

membahas monitoring dan eavaluasi yang berisi mengenai jika ada 

anomali dan gap pada perhitungan, kesesuai capaian anggaran dan 

capaian output, permasalahan yang ada pada laporan capaian output. 
Bab terakhir yaitu bab 6 membahas tentang daftar istilah yang ada 

pada ebook laporan capaian output.
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5. Meminta mentor untuk mereview desain dan konten hasil dari 
ebook dan ebanner
Setelah desain dan isi ebook dan ebanner selesai, tahap kegiatan 

selanjutnya adalah meminta review and masukan dari mentor.

Tabel 13 Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Kegiatan 5

No. Nilai ANEKA Reran dan 
Kedudukan

Nilai Organisai

1 Akuntabilitas Manajemen ASN Akuntabel

2 Etika Publik Profesional

3 Komitmen Mutu Integritas

5.1 Tahapan Kegiatan dan Output
Dalam kegiatan kelima ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu: 
a. Mencetak hasil desain dan isi konten yang telah dibuat (untuk isi 

konten optional)

Hasil desain ebook dan ebanner yang telah jadi kemudian di 
perlihatkan kepada mentor untuk diberikan masukan dan review.
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dirasakanoleh masyarakat.' ■

JoAa- U/idad»
Minflsu. 20 Cklolxir 2019

■Redesain Sislem Perencanaan Penganggaran (RSPP) 
bertujuan agar perencanaan dan penganggaran lebih 
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penganggaran berbasis kinerja, peningkatan informasi 

pada dokumen anggaran. serta mengurangi kebutuhan 
fasilitas 'tagging'.'

Sti

Gambar 26 Salah satu halaman di Ebook capaian output 

b. Menjadwalkan bimbingan bersama dengan Mentor
Setelah desain dan isi konten ebook dan ebanner selesai tahap 

kegiatan selanjutnya adalah melakukan bimbingan ke mentor. 
Sebelum melakukan bimbingan, terlebih dahulu menentukan jadwal 
karena mentor sekaligus kasubag pelaporan memiliki jadwal yang 

sibuk. Komunikasi penentuan jadwal menggunakan aplikasi 
whatsup.
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Gambar 27 Penjadwalan bimbingan dengan mentor

c. Memberikan soft file kepada Mentor dan meminta review atau 

feedback ebook dan ebanner
Konsep substansi dan desain ebook yang telah dibuat, dilaporkan 

dan didiskusikan kembali kepada mentor untuk memperoleh 

persetujuan dan masukan. Adapun masukan dari mentor terkait 
konsep substansi ebook laporan capaian output yaitu:

> Membuat konsep timeline pada bab perencaan output dalam 

bentuk infografis
> Ditambahkan pengertian dan daftar istilah dalam pelaporan 

capaian output untuk memahami ebook capaian output
> Ditambahkan peraturan yang mempunyai hubungan dengan 

laporan capaian output, misal Undang-undang, Peraturan 

Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri 
Keuangan.

> Untuk desain ebanner, bisa ditamahkan link yang bisa 

diakses untuk ebook dan cjuga fitur QR code yang apat 
discan.

Berdasarkan beberapa masukan dari mentor tersebut maka hasil 
revisi dari konten ebook yakni sebagai berikut
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Gambar 28 Hasil Ebanner final 

6. Melakukan Sosialisasi kepada Stakeholders terkait Isu
Akhimya tibalah pada kegiatan akhir aktualisasi yaitu sosialisasi kepada 

stakeholder yang difokuskan kepada staf PPK.. Sebelum melakukan sosialisasi, 
penulis meminta izin kepada Kasubag Administrasi Keuangan. Hal ini untuk 

memperkuat dasar melakukan sosialisasi. Kegiatan Sosialisasi dirinci menjadi 3 

tahapan lagi. Kegiatan pertama sampai ketiga secara berurutan yaitu menetukan 

stakeholder yang paling terdampak, menentukan jadwal sosialisasi dan 

melakukan sosialisasi. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan dibawah ini.

Tabel 14 Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Kegiatan 6

No. Nilai ANEKA Reran dan 
Kedudukan

Nilai Organisai

1 Akuntabilitas Manajemen ASN Akuntabel

2 Etika Publik Profesional

3 Komitmen Mutu Integritas

6.1 Tahapan Kegiatan dan Output
Dalam kegiatan ke enam ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu: 
a, Menentukan stakeholders yang akan terdampak dart aktualisasi 

Pada kegiatan ini di tentukan prioritas stakeholder yang 

bertanggungjawab melaporkan capaian output yaiu staf PPK. 
Selanjutnya pihak yang terdampak seluruh unit di Setjen DPR RI 
karena masing-masing akan melaporkan capaian outputnya. Setelah
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penulis berkoordinasi dengan kasubag pelaporan dan kabag 

administrasi keuangan maka hasilnya diputuskan yang 

diprioritaskan adalah staf PPK.
b» Menentukan Jadwal sosialisasi kepada stakeholders terkait (bisa 

dengan rapatyang diselenggarakan unit kerja)
Setelah ditcntukan pihak yang paling tcrdampak dari laporan 

capaian output, maka akan direncanakan jadawal sosialisasi. 
Rencananya sosialisasi akan dilakukan secara zoom. Namun karena 

Sub bagian monitoring dan evaluasi (monev) melakukan kegiatan 

rapat dengan KPPN di wisma kopo Bogor pada tanggal 5 Juni 2021, 
penulis berinisiatif untuk ikut melakukan tanya jawab terkait 
capaian output. Hasilnya diperbolehkan oleh kasubag monev.

Gamhar 29 Rapat dan sosialisasi capaian output di Kopo 

Dalam rangka
c. Melakukan sosialisasi singkat mengenai aktualiasasi laporan 

capaian output
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Gambar 30 Sosilaisasi via zoom di ruang rapat Biro Keuangan

Gambar 31 Sosialisasipengisian capaian output di ruang Banggar
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F. Stakeholder

Stakeholder adalah individu, kelompok, komunitas atau masyarakat baik 

secara keselunihan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta 

kepentingan terhadap organisasi (Budimanta dkk, 2008). Lembaga-lembaga 

publik telah menggunakan istilah stakeholder ini secara luas ke dalam proses- 
proses pengambilan dan implementasi kepiitiisan. Masing-masing stakeholder 

memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Stakeholder dibagi menjadi 
stakeholder internal dan ekstemal.

Stakeholder Internal dalam laporan ini meliputi:

Sekretariat Jenderal 
Deputi Bidang Administrasi

- Deputi Persidangan
- Biro Keuangan 

Insperktorat Utama
“ Unit Kerja

Kabag Administrasi Keuangan 

Stakeholder Ekstemal dalam laporan ini meliputi:

- DJA dan DJPB Kementerian Keuangan
- Bappenas

G. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala
Dalam melakukan kegiatan aktualisasi ditemukan berbagai masalah terkait 

waktu konten dan juga persetujuan/dukungan. Berikut dirangkung kendala dan 

bagaimana menghadapi dan juga mencari strateginya.
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Tabel 15 Analisis kcndala dan strategi kegiatan aktualisasi

No Kendala

Mengumpulkan persetujuan 
dan dukungan dari berbagai 
unit kerja

Menentukan konten dan 
Menyusun ebook

Mengintegrasikan ebanner 
dengan cloud yang berisi 
ebook

Menentukan waktu dan 
tempat jadwal sosialisasi

Strategi

Membuat janji dengan pejabat yang 
akan dimintai dukungan dan meminta 
tolong mentor untuk sekiranya bisa 
mengantar menghadap/menemui 
yang bersangkutan

Hasil survei memberikan informasi 
yang beragam mengenai 
pemahaman capaian output dari staf 
PPK. Hal ini menyulitkan penulis 
unutuk menentukan subtopik dan 
rincian bahasan ebook. Untuk itu 
pilihlah mated yang penting dan 
memiliki korelasi capaian output 
dengan penilaian kinerja. Sehingga 
hasil ebook dan ebanner ini ringkas 
informatif dan mudah dipahami

Dalam implemetasinya ketika 
melakukan integrasi data, sering 
terjadi kesalahan sistem karena QR 
code tidak terdeteksi dan juga QR 
yang ada di ebook tidak dapat 
menampilkan tampilan file. Hal ini 
dapat ditemukan solusinya dengan 
membuat ebanner yang dimasukkan 
dalam salah satu halaman ebook dan 
juga ebanner ini yang akan 
ditampilkan diportal

Musim pandemi seperti ini sangat 
susah unutuk melakukan pertemuan 
fisik dalam jumlah banyak. Selain itu 
kesibukan masing-masing staf PPK 
sangatlah padat. Hal ini dapat diatsi 
dengan melakukan soisialisasi 
dengan zoom yang juga dihadiri 
Kabag Administrasi Keuangan. 
Disamping itu kegiatan sosilisai juga 
dilakukan bersamaan dengan monev 
capaian output yang dilakukan Sub 
monitoring dan evaluasi di Wisma 
Kopo.
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H.Analisis Dampak

Dari keenam kegiatan aktualisasi tersebut dilakukan analisis dampak yang 

teijadi jika kegiatan tersebut tidak dilakukan. Adapun basil analisis sebagai 
berikut:

Tabel 16 Analisis Dampak Kegiatan Aktualisasi

No Kegiatan

Melakukan koordinasi dan 
konfirmasi dengan Mentor 
mengenai kahapan kegiatan

Meminta persetujuan 
pimpinan dari unit kerja

Survei ke unit kerja untuk 
menjaring isu utama

Mendesain dan menyusun 
konten terkait ebook dan 
ebanner

Dampak Jika Tidak Dilakukan

Jika tidak dilakukan koordinasi dan 
konfirmasi, maka tidak terjadi diskusi 
yang menyebabkan tidak adanya 
kejelasan dalam topik yang akan 
diangkat dalam rancangan ebook 
capain output. Apabila substansi 
yang disajikan tidak relevan terhadap 
data serta referensi maka informasi 
yang disajikan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan 
kebenarannya, penyampaian
informasi yang tidak benar akan 
merugikan pihak yang 
bersinggungan langsung dengan 
laporan capaian output.

Apabila tidak meminta persetujuan 
terlebih dahulu, tidak ada dukungan 
dalam Menyusun aktualisasi. Hal ini 
akan berakibat pada kegiatan 
selanjutnya misal dalam meminta 
persetujuan untuk melakukan survei.

Apabila tidak melakukan survei 
dalam Menyusun ebook capaian 
output maka akan kebingungan 
dalam menentukan konten yang 
akan ditulis. Serta apabila tidak 
dilakukan sampling ke unit kerja 
maka tidak diketahui kondisi realnya 
seperti apa. Misal pemahamannya 
tentang capaian output bagaimana 
permasalahan yang banyak terjadi 
dalam capaian output.

Brosur tidak dapat diterima 
pengunjung/ pasien dan konten di 
website tidak dibaca oleh jajaran
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No Kegiatan Dampak Jika Tidak Dilakukan

Setjen dan BK DPR Rl sehingga 
informasi obat tidak tersampaikan 
dengan baik. Kurangnya informasi 
penggunaan obat akan menimbulkan 
ketidakpatuhan pasien dan
penggunaan obat yang tidak 
rasional.

5 Meminta mentor untuk 
mereview desain dan 
konten hasil dari buku 
Pedoman dan standing 
banner

Jika hasil ebook dan ebanner tidak 
direview oleh mentor maka hasilnya 
terkesan kurang maksimal. Review 
dan masukan memberikan perbaikan 
dalam menyususn ebook dan 
ebanner yang disesuaikan dengan 
kebutuhan penggunanya.

6 Melakukan Sosialisasi 
kepada Stakeholders

Sosialisasi sangat penting dalam 
dilakukan dalam suatu proyek. Hal ini 
mempengaruhi penerimaan dan 
pemahaman pengguna terutama 
yang terlibat langsung. Jika tidak 
dilakukan sosialisasi mengenai 
ebook dan ebanner maka informasi 
tidak akan tersampaikan. Dan juga 
hasil aktualisasi tidak akan 
maksimal.
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BAB VI 
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Buku Panduan, pedoman dan petunjuk teknis laporan capaian output 

dibutuhkan pada kondisi saat ini dikarenakan hal tersebut dapat memberikan 

pemahaman dan juga pelaporan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan 

terkait laporan capaian output, yang mana pertanggungjawaban anggaran 

semakin rigid dan detail. Hal ini merupakan wujud dari kesungguh-sungguhan 

Setjen DPR R1 dalam mcningkatkan komitmen mutu melalui peningkatan 

kualitas pertanggungjawaban pengelolaaan anggaran kc masyarakat dan juga 

negara.

Selain itu, buku panduan, pedoman dan petunjuk teknis ini dapat 
mcningkatkan efektivitas masing-masing unit kerja dalam pelaporan capaian 

output yang selanjutnya akan menjadi concern pemerintah. Prinsip belanja yang 

tidak hanya fokus pada seberapa besar realisasinya tetapi juga seberapa banyak 

manfaat dan dampak yang dirasakan (apakah programnya tepat?). Kedepannya 

isu laporan capaian output akan dilakukan audit selain ada audit laporan 

keuangan. Kemudian dalam hal lain, secara tidak langsung peningkatan 

kredibilitas penggunaaan anggaran akan mendukung Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang akan memantau seluruh proses 

dari mulai perencanaan, pengaggaran hingga pelaporan (RSPP) sehingga akan 

memudahkan DPR RI mendapatkan nilai reformasi birokrasi yang lebih baik 

lagi kedepannya.

Hasil dari aktualisasi/habituasi ini juga memberikan dampak yang 

signifikan tidak hanya terbatas kepada unit keija penulis saja tetapi juga 

berdampak baik dalam organisasi. Hal ini dikarenakan buku pedoman laporan 

capaian output ini diperlukan seluruh staf PPK dalam melaporkan progres 

capaian output ini ke Kcmenterian Keuangan dan Bappenas. Selain itu program
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aktualisasi ini mendapatkan dukungan dari berbagai pejabat ekselon I dan 

ekselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dari semua basil yang dilaksanakan tersebut tidak terlepas dari nilai - 

nilai dasar ANEKA yang diterapkan selama penyusunan ini. Masing - masing 

kegiatan diterapkan nilai - nilai tersebut meniirut kesesuaiannya, yaitu:

a. Kegiatan I memuat nilai - nilai etika publik dan akuntabilitas

b. Kegiatan II memuat nilai - nilai nasionalisme dan akuntabilitas

c. Kegiatan III memuat nilai - nilai komitmen mutu

d. Kegiatan IV memuat nilai - nilai etika publik dan akuntabilitas

e. Kegiatan V memuat nilai - nilai etika publik, akuntabilitas, dan anti korupsi

f. Kegiatan VI memuat nilai - nilai etika publik, komitmen mutu, akuntabilitas 

Dihubungkan dengan mata pelatihan yang diaktualisasikan

B. SARAN

Mengingat pentingnya laporan capaian output sebagai indikator penilaian 

kinerja, setiap unit kerja terutama staf PPK perlu memahami konsep, perencanaan 

dan pendaftaran output, pengukuran output, perhitungan output dan monitoring 

serta evaluasi output. Hal ini untuk menghindari anomali output misalnya ada GAP 

antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang terlalu tinggi. Selain itu juga hal 
ini bisa menjadi pemahaman kepada unit kerja dalam mengenali output, bagaimana 

untuk merealisasikan dan mempertanggungjawabkan output yan diperjanjikan 

tersebut.
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Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (PNS)

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian Dewan Pcrwakilan Rakyat Rcpublik Indonesia;

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Rcpublik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Lcmbaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Lcmbaga Administrasi Negara RI No.25 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 
Golongan III

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195 Tahun 2018 tentang 

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran 

dan Evaluasi Kineija Anggaran
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LAMPIRAN

Lampiran Laporan Aktualisasi Minggu ke I sampai Minggu ke IV dapat 
dilihat/diaksesdi:
https://drive.google.com/drive/folders/lAdxe5WQP5UaFD81gt3JEu2kKbCkXfU7
W

Lampiran Bukti Surat dukungan proper aktualisasi dari unit kerja di Sejen DPR RI 

dapat dilihat atau diakses di:

https://drive.google.com/drive/folders/lAdxe5WqP5UaFD8Igt3JEu2kKbCkXfU7
W
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\omof
Sil'at
I nmpmm 
IVrihal

PK.02 H9» /SI-1 JhN DPR RI/06/2021 
Hiiiikt

Utidmi^an SosiaIi.s.-!si

MJuni 2021

Vih.
Dajlur nunia terlampir 
Jakarta

Bcnwimu ini kami sampaikan dcngan horniut. tiuna meningkalkan 
[K'ngcliiliuon akan Pclapotun Cupaian Output scrta pclnksanuan anggarnn di 
^•krclonat Juulcral DPR RI. Hiigian Adminisimsi Kcuangan aknn mcii>utdakan 
kcyiiijiin sosialtsa^i ictkail Pclaporaii C'apaian Output si-na l-.-KK'k Pandiwn 
Pclnksiinaiin Anggaran dan IVinilihun Akun” )im>: bcrlcmaknii “Scljcn DPR RI 

Hcrbcnah WRclonntutiBirokrast" dan •Scljcn DPR RI Ik-rkincrja" umiik sclunih 
Pcjabat Pcmhuat KomiimL-n d. Scka-tari.ii Jcndcral DPR RI y.mn akan dtlaksanakan 
Mti-ura virtual mrlalui /onm mrclioK.
. .. l|'-'r*^,-T'aan dcntaii liul tcpicbiit kami akan mcngiindniip Saudara untiik dunal
hadir dalnni kcnialan SnsUlMui >ujig akan Jilaksajiakan pada :

1 lari, tnnggiil 
Uaktu 
Tcmpai 
Acara

Meeting ID 
Passcode

Scnin. M Juni 2021 
13.20 WIH - scicsai 
Kuang kcrja masing.masing 
Sosi.ilisnsi icrkait Pciaporan Capaian Output 
scrta r-lxHik Panduan “Pdaksanaan 
Angguran dan Pcmilihun Akun" yang 
bertcmakan "Sctjcn DPR RI Dcrhcnoh 
‘'KcTurinasinimkmsi" dun "Setjen DPR RI 
Dcrkineria sccara virtual.
758 599 51%
I2.U83

AUls perhatiwi dan kchadiran Suudara-i. kami iicapkan icrima kasih.

Kcpata ifagian Adminutrusi Kcuangun,

I cmhusan
Kcptila Uiru Kcuangan 
Sekrciarifit Jcndcral DPR R|.

19870.0002
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C: SEKRETARIAT JENDERAL
^ % DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
't JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP (021) 5715 349 FAX {021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE wwwdpr go id

Nomor : PK/i«/SETjEN DPR RI'PK.02/05/2021 27Mei2021
Sifat : Panting
Perihal ; Evaluasi Pengrsian Capaian Output 2020 dan 2021 (Kuisioner 

Pengumpulan Permasalahan Data Capaian Output)

Yth,
Para staf PPK (terlampir)
Dilingkungan Set)en OPR Rl

Berdasarkan hasil monitoring, pelaporan dan evaluasi pengisian 
laporan capaian output sebagai indikator IKPA periode 2020 dan 
panginputan SAKTI triwulan perlama periode 2021. masih ditemukan 
beberapa kendala antara lain:

1. Keterlambatan dalam pengisian SAKTI (pengisian melebihi batas 
waklu).

2- Adanya kesulitan dalam perhltungan capaian output pada masing* 
masing PPK.

3. Adanya kesulitan dalam pengoperasian aplikasi.

Oleh karena itu. untuk mengetahul penyebab kendala dan 
permasalahan tersebut sekaligus dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
proper (aktuallsasi) yang mengambil tema 'optimalisasi pelaporan capaian 
output" maka kami mohon kesediaan saudara mengisi kuisioner yang 
telah kami sediakan.

Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan tenma kasih.

Kopala Bagian Administrasi Keuangan

NIP. 1965QB26198|7031002

Berita Acara Kuisioner Capaian Output
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